WALI KOTA BAUB
PROVINSI SULAWESI T

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: 69 TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA B

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAP

Menimbang

TAHUN ANGGARAN

023

BAU NOMOR 85 TAHUN 2023
\TAN DAN BELANJA DAERAH
023

|

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

r\LI KOTA BAUBA U,

a. bahwa untuk melaksana
anggaran belanja keperl
tercantum dalam Pasal 4 aya
Nomor 24 |[Tahun 2021 t
Anggaran Pendapatan da

dilakukan pergeseran Anggaran

Daerah Ko
a. bahwa

Baubau Tahun

untuk melaksanal

an penyesuaian penggunaan
an mendesak sebagaimana
(3) Peraturan Wali Kota Baubau
ntang Tata Cara Pergeseran
Belanja Daerah, sechingga
; Pendapatan dan Belanja
l nggaran 2023;

an pemenuhan pendanaan

pemilihan Kepala Daerah ¥

ajib dianggarkan 40% Tahun

'
Anggaran 2023 dan 60% diaf ggarkan Tahun Anggaran 2024
!

sesuai dengan Surat Edaran

Menteri Dalam Negeri Nomor

900.19.1/435/SJ tentang P(ndanaan Kegiatan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Guber

ur, Bupati dan Wakil Bupati

serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

¢. bahwa berdasarkan ketentua

dalam butir [.F.1.f Lampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

tentang Pedoman Penyusun

pergeseran

n Anggaran Pendapatan dan

anggaran yang menyebabkan

Belanja Daerah (APBD) Tahzl Anggaran 2023, bahwa pada

kondisi tert?ntu,
perubahan APBD dapat dila
melalui ket tapan Kepala

kan sebelum perubahan APBD
t)aerah dengan diberitahukan

kepada p1rn inan DPRD. Kohdisi tertentu tersebut dapat

berupa kondisi mendesak
pembangun
pergeseran Iersebut dilakuk

atau perubahan prioritas

baik di tmgkat nasional atau daerah, Jika

an sebelum perubahan APBD,

pergeseran anggaran/ pembaﬂem anggaran ditampung dalam

Peraturan Daerah tentang Pe

bahan APBD Tahun Anggaran

2023, jika plergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan

APBD, dilaporkan dalam LRA T4
d. bahwa berdasarkan pertimb

dalam hurufla, huruf b dan
Peraturan Wali
Peraturan Wali Kota Baubanu
Penjabaran

un Anggaran 2023.

gan sebagaimana dimaksud
ruf ¢, perlu ditetapkan dengan

Kota Baubﬁu tentang Perubahan atas

omor 85 Tahun 2023 tentang

Anggaran Pendapdtan dan Belanja Daerah Kota
Baubau Tahun Anggaran 2023;




Mengingat

. Undang-Undang

. Undang-Undang Nomor 13 T:
Daerah Kota Bau-Bau (Lembay
Tahun 2001 [Nomor 93, Tamb

|

. Undang—Unda.ng Nomor 17

. Undang-Undang Nomor 15 Ta?.

Indonesia Tahun 1945;

Nomor 2
Penyelenggaraan Negara yang
Kolusi dan ﬁepomsme (Lembar;
Tahun 1999 Nomor 75,
Republik Indonema Nomor 38

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Uu:dang Dasar Negara Republik

8 Tahun 1999 tentang
Bersih dan Bebas dari Korupsi,
an Negara Republik Indonesia
, Tambahan Lembaran Negara
51); sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengi

1 Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2019‘ tentang Peruba.hc.n Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 30 ’I‘ahun 2002 ten
Pidana Korup51 (Lembaran N
2019 Nomor 197, Tambaha
Indonesia Nomor 6409);

Indonesia Nopor 4120);

Negara (Lembaran Negara R
Nomor 47, Tambahan Lemba
Nomor 4286), sebagajmanai
terakhir denéan Undang-Und
Harmonisasi| Peraturan Perpaj
Indonesia Tahun 2021 NOI‘L‘]
Negara Repubhk Indonesia No

!

- Undang-Undang Nomor 1 Tahlr.i

Negara [Lembaran Negara Re
Nomor 35, ’I‘ambaha.n Lemb.

Nomor 4355) sebagaimana ||
terakhir dengan Undang-Undang
Harmonisasi|Peraturan Perpaja
Indonesia Tahun 2021 Nomf
Negara Republik Indonesia Norr

r Komisi Pemberantasan Tindak
-ara Republik Indonesia Tahun
\ Lembaran Negara Republik

] Zun 2001 tentang Pembentukan

Negara Republik Indonesia
an Lembaran Negara Republik

un 2003 tentang Keuangan
publik Indonesia Tahun 2003
ran Negara Republik Indonesia
telah diubah beberapa kali,
g Nomor 7 Tahun 2021 tentang
n {(Lembaran Negara Republik
or 246, Tambahan Lembaran

' ior 6736);

2004 tentang Perbendaharaan
publik Indonesia Tahun 2004
an Negara Republik Indonesia
‘telah diubah beberapa kali,
,;{ Nomor 7 Tahun 2021 tentang
an (Lembaran Negara Republik
pr 246, Tambahan Lembaran
lor 6736);

hun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Repubhk Indonesia T
Lembaran Negara Republik Ind

. Undang-Undang Nomor 25

Perencanaan| Pembangunan
Republik Irﬁdonema Tahun
Lembaran Negara Republik In

. Undang-Undang Nomor 23 Ta
Daerah (Lembaran Negara Rg

Nomor 244, |Tambahan Lemb
Nomor 5587 ); sebagaimana tel
dengan Undang-Undang No
Penetapan Reraturan Pemeriz
Nomor 2 Tahun 2022 tentan
Undang (Lentlbaran Negara R«
Nomor 41, Tambahan Lembai
Nomor 6856)L

un 2004 Nomor 66, Tambahan
pnesia Nomor 4400);

Tahun 2004 tentang Sistem
 Nasional (Lembaran Negara
2004 Nomor 104, Tambahan

| pnesia Nomor 4421);

un 2014 tentang Pemerintahan
publik Indonesia Tahun 2014
ran Negara Republik Indonesia
h diubah beberapa kali terakhir
nor 6 Tahun 2023 tentang
tah Pengganti Undang-Undang

g Cipta Kerja Menjadi Undang-

spublik Indonesia Tahun 2023
ran Negara Republik Indonesia
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11.

12,

13.

14,

15.

16.

17

. Undang-Undang Nomor 30 T

Pemerintahan (Lembaran Ne
2014 Nomor 292, Tambah

i1ur1 2014 tentang Administrasi
Ara Republik Indonesia Tahun
h Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601); sebag'almana telah diubah beberapa

kali terakhlrl dengan Unda.ng—
tentang Penetapan Peraturan
Undang Nomor 2 Tahun 202
Undang-Undang (Lembaran N|

Undang Nomor 6 Tahun 2023
Pemerintah Pengganti Undang-
D tentang Cipta Kerja Menjadi
gara Republik Indonesia Tahun

. Peraturan Pemerintah Nomori

2023 Nomor 41,
Indonesia Nomor 6856);

Tambahay] Lembaran Negara Republik

. Undang-Undang Nomor 1 Tdhun 2022 tentang Hubungan

Keuangan tara Pernerintllh dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lfmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Iaerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara R 2publik Indonesia Nomor 4028};

Peraturan Pemerintah Nomorjp6 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Iéeuangan Daerah| (Lembaran Negara Republik
Indonesia fhun 2005 Non:i r 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia N mor 4576); sebagaimana telah
diubah denéan Peraturan Penjerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Peri.lbahan Atas Pe aturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sisten I Informasi Keuangan Daerah
{Lembaran Negara Republik In lonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara R >publik Indonesia Nomor 5155);

"1 Tahun 2010 tentang Standar
aran Negara Republik Indonesia
an Lembaran Negara Republik

Peraturan Pemerintah Nomor
Akuntansi Pemerintahan (Lem
Tahun 2010 [Nomor 123, Tamb
Indonesia Nomor 5165); '

Peraturan Pemerintah Nomos|[2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tlambahan LembaJr: Negara Republik Indonesia
Nomor 5272); '

Peraturan Pemerintah Nomgor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan | Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun |[[2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran |Negara Republlllg Indonesia Nomor 5533);
sebagaimang telah diubah |dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2, 14 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembatan Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambl an Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523); 5

Peraturan Pemerintah Nomor
Pembinaan fan Pengawasan||Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041); |

12 Tehun 2017 tentang

18 Tahun 2017 tentang Hak
n Administratif P1mp1nan dan Anggota Dewan
Rakyat Daerah!| (Lembaran Negara Republik
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
3 |

Keuangan d
Perwakilan
Indonesia




18.

19.

20,

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Negara Repyblik Indonesia N
diubah dengan Peraturan Pe:
tentang Peri.lbahan atas Per
Tahun 2017 tentang Hak

mor 6057); sebagaimana telah
erintah Nomor 1 Tahun 2023
turan Pemerintah Nomor 18
Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dew Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

|
Peraturan Pelmerintah Nomor F'; Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara R publik Indonesia Tahun 2018

Nomor 248, Tambahan Lembéaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomi r 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan |Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Ind:onesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomc!r 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor
7 Tahun 1977 tentang Pcra‘&x}.tran Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran NFgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);

Peraturan Ii’emerintah Norn} r 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan p"ransfer ke Daeli h (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Norrlllr 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomjor 6883)

Peraturan Mf-ienteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi|Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Be:I ita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tehun 202| Nomor 1781);

Peraturan IVlIenteri Dalam Ntlegeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedolman Penyusunah APBD Tahun Anggaran 2023
(Berita Nega.ria Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK-07/2022
tentang peru;nahan ketiga ataé‘ PMK Nomor 139/PMK.07/2019
tentang pengelolaan dana bagi|hasil, dana alokasi umum dan

dana otonomi khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1134);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK-07/2022
tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan ketentuan
Umum Baglian Dana Alol{%si Umum yang ditentukan
penggunaannya Tahun Anégaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1135);

Peraturan Da}erah Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Urusan Pemerintahan Wajib| dan Pilihan yang menjadi
Kewenangan [Pemerintah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota
Baubau Tahun 2013 Nomor 11

Peraturan Da;erah Kota Bauba” Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan ]]E’Frangkat Daerah Kota Baubau

(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5);

sebagaimana| telah diubah iqngm Peraturan Daerah Kota

Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Baubalé Nomor 5 Tahun 2016 tentang
4 .




Pembentukan dan Susunan Herangkat Daerah Kota Baubau
(Lembaran Daerah Kota Baubap Tahun 2021 Nomor 2};

29. Peraturan Daerah Kota Baubali Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah [(Lembaran Daerah Kota Baubau
Tahun 2023 [Nomor 2);

30. Peraturan Daerah Kota Baubali Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Perubahan fmggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Baubau Tahun .Anggaran 2023 |(Lembaran Daerah Kota Baubau
Tahun 2023 [Nomor 4). !

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 85 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota|Baubau Nomor 85 Tahun 2023
tentang Perubahan Penjabaran [Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023, diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 1 dan Palsal| 2 disisipkan dua|Pasal yaitu Pasal 1.A dan Pasal
1.B, sehingga bebunyi sebagai berikut:

Pasal 1.A

(1) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun
Anggaran 2023 dilaksanakan untuk menjamin Kketersediaan alokasi
anggaran akibat:

a. pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak yang
belum cukup tersedia dan/atau belum|dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2023 sesuai ketentuan da.lanln Pasal 4 ayat (3) Peraturan Wali
Kota Baubau Nomor 24 Tahun 2021 tentang tata cara pergeseran
APBD;

b. penyesuaian pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau
mendesak lainnya ditierima oleh Pemell'ntah Daerah setelah penetapan
Peraturan Daerah tentang APBD, penganggaran program dan kegiatan
dimaksud dilakukan| dengan mengulblah Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan APBD|sesuai ketentuan butir I.F.1.f
Lampiran Peraturan‘ Menteri Dalam (Negeri Nomor 84 Tahun 2022

tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun  Anggaran 2023,;
|

¢. kewajiban lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.

(2) Pelaksanaan kegiatan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a mencakup:

a) kebutuhan daerah dalam rangka Peldyanan Dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b) belanja Daerah yang persifat mengikatidan belanja yang bersifat wajib;
|
5




(3) Pendanaan ketersediaan
(1) yang belum cukup te

Anggaran Pendapatan dan

sebagai berikut:
1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daer:

3.

c)

d)

pengeluaran Daerah
dan tidak dapat dij

yang berada di
srediksikan sebel

htilar kendali Pemerintah Daerah
;mnya, serta amanat peraturan

perundang-undangan; dan/atau

keperluan mendesak

kerugian yang leb
masyarakat.

ih besar bagi

alokasi anggaran
rsedia dan/atau

anggaran berjalan dapat menggunakan:

a. dana dari hasil penyesuaian ulang cap;

b.

C.

Belanja

a.

Pembiayaan

. Belanja Modal

kegiatan yang sama d

Pendapatan Transfer

Lain-lain Pendapatan

Sah
Jurn

Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dai
3) Belanja Bunga
4) Belanja Subsidi
S) Belanja Hibah

6) Belanja Bantuan S
7) Belanja Bantuan K

Jumlah

1) Belanja Tanah

lainnya yang apgz

bila ditunda akan menimbulkan
Pemerintah Daerah dan/atau

sebagaimana dimaksud pada ayat
belum dianggarkan dalam tahun

ian target kinerja program dan

tahun anggagan berjalan; dan/atau
b. memanfaatkan anggaran kas yang tersedia.

Pasal 1 B

Belanja Daerah

ah
Daerah yang

nlah Pendapatan

n Jasa

osial
euangan
Belanja Operasi

2) Belanja Peralatan

dan Mesin

3) Belanja Bangunanl Dan Gedung

4) Belanja Jalan,
Irigasi

b aringan dan

S5) Belanja Aset Lamnya

6) Belanja Modal Ase

Jumlah Belanja Modal|R

Belanja Tidak Terduga

t Lainnya

Jumlah Belanja
Surplus/ (Defisit)

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan:

Tahun Anggaran 2023 adalah

Rp.

119.993.283.279,00

Rp. 811.965.632.797,00
Rp. 13.780.863.295,00
945.739.779.371,00

Rp.

439.192.987.420,00
290.878.698.017,00
9.803.532.109,00
0,00
50.103.391.440,00
726.006.500,00

0,00
790.704.615.486,00

2.405.331.814,00
55.709.681.849,00
63.452.873.107,00

88.394.989.844,00
8.238.155.650,00
50.000.000,00
218.251.032.264,00

1.808.673.461,00

1.010.764.321.211,00
(65.024.541.840,00)

Rp. 120.133.542.332,00

p. 55.109.000.492,00
Rp. 65.024.541.840,00
RP. 0,00




-

2. Ketentuan Lampiran I, diu
tercantum dalam Lampiran
dari Peraturan Wali Kota ini;

3. Ketentuan Lampiran II, diubah sehingga La

tercantum dalam Lampiran
dari Peraturan Wali Kota ini

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tangg

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahks

bah sechingga La

II dan merupaks

Pasal 11

mpiran [ berbunyi sebagaimana
I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
|

mpiran II berbunyi sebagaimana

n bagian yang tidak terpisahkan

1 diundangkan.
n pengundangan Peraturan Wali

Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, ¥ November Z

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA|

OVVU

SAIDO BONSAI

BERITA DAERAH KOTA BAUBAL

Pj.

MUH. R4

2023

Ditetapkan di Baubau

ggal, 7 November 2023

BAUBAU,

e

INSTANSY UNIT KERJA

P-QcE0A
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Ragrd ACCinar

J TAHUN 2023 NOMOR .89




